Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Tgm
o\t 7
ém’if?)\ﬁ-"a\—/,ﬁ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang

dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara

Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX tempat dan tanggal lahir XX, 17 Mei 1990,

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT/RW XX, Pekon
XX, Kecamatan XX, Kabupaten Tanggamus, alamat
elektronik: XX;
Penggugat ;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 20 April 1991,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang,
bertempat tinggal di Gang XX No. XX Kelurahan XX,
Kecamatan XX, Kota XX, DKI Jakarta;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober

2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari

itu juga dengan register perkara Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Tgm,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXKabupaten
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Tanggamus, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX

tertanggal 08 Oktober 2010;

2. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus
Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama kurang lebih 10 tahun
kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Pekon Muara Dua sampai
dengan berpisah pada bulan Agustus 2023;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan
sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang
bernama:

1) XXX, lahir di Talang Padang, 07-05-2012,

2) XXX, lahir di Tanggamus, 09-05-2018,

saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
damai, namun sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat kurang memberi nafkah ekonomi kepada Penggugat
dikarenakan Tergugat malas bekerja dan tidak jujur dalam hal
keuangan;

b. Tergugat meminta izin untuk bekeja di Jakarta namun Tergugat tidak
bertanggung jawab dalam cicilan pembayaran angsuran rumah dan
kebutuhan sekolah anak;

c. Tergugat selingkuh yang diketahui Penggugat dari handphone Tergugat
dan Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat bahkan Tergugat
sering berkata kasar seperti berkata yang tidak santun kepada
Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2023,
dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dengan sebab
yang sama sehingga Tergugat pulang ke rumah orangtuanya
sebagaimana alamat diatas sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah
kediaman bersama sebagaimana alamat di atas. Perpisahan Penggugat

dan Tergugat ini sudah terjadi kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
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7. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah
diupayakan damai pada bulan Oktober 2024, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat menganggap bahwa
rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam
keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap
bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat)

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka
selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan
kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri,
akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, atas atas kesepakatan
Penggugat dan Tergugat yang menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk
menunjuk mediator, maka Ketua Majelis menetapkan Affi Nurul Laily, S.H.I
sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.Tgm
tanggal 05 November 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 12 November 2024,
menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan
Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas
pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan

membenarkannya;
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Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan
Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka
Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya
mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik,
maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal
20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat
dan Tergugat dinyatakan hadir secara elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukum Islam, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha semaksimal
mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah
tangga bersama Tergugat dengan rukun dan harmonis serta memberikan
penjelasan terkait konsekuensi gugatan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat adalah termasuk sengketa
perdata yang dikecualikan, maka waijib terlebih dahulu diupayakan perdamaian
dengan bantuan mediator, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;
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Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tentang hasil
mediasi tanggal 12 November 2024 telah terjadi kesepakatan damai antara
Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah
tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan
Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat
menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dapat
dipertimbangkan untuk dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan
hukum sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Ry;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaranya
oleh Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban,
maka tidak perlu meminta persetujuan Tergugat, sehingga berdasarkan
pertimbangan serta ketentuan hukum di atas, Pengadilan menilai permohonan
Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut tidaklah bertentangan dengan
ketentuan hukum, sehingga patut dikabulkan, oleh karenanya untuk selanjutnya
Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan
Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini
telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan

dengan perkara ini.
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MENGADILI:
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
1010/Pdt.G/2024/PA.Tgm dari Penggugat
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp181.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tanggamus pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Mohammad Agus
Budiawan, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Engkos Saeful Kholig, Lc. dan Walan
Nauri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan
Majelis Hakim tanggal 24 Oktober 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui
Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Leni Pebriati, S.H.l. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara

elektronik.
Ketua Majelis,
Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Engkos Saeful Kholiq, Lc. Walan Nauri, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Leni Pebriati, S.H.I.
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Perincian biaya :

1. PNBP
a. Pendaftaran ‘Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat : Rp 20.000,00

c. Redaksi ‘Rp 10.000,00

d. Pencabutan 'Rp 10.000,00
2. Biaya Proses :Rp 75.000,00
3. Panggilan "Rp 26.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan ‘Rp 00,00
5. Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah " Rp 181.000,00

Terbilang: (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).
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